Uni versitas Indonesia Library >> U - D sertasi Menbership

Konflik elit politik lokal kasus pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provins Sulawes Selatan Periode 2003-2008

Jayadi Nas, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20425821& |okasi=lokal

Konliik antar €lit politik lokal pasca runtuhnya rezim Orde Baru merupakan suatu fenomena politik baru
dalam lanscap perpolitikan di Indonesia yang jarang ditemukan pada masa sebelumnya. Pada masa
sebelumnya, konflik yang sering terjadi adalah konflik antara elit politik di pusat dengan masyarakat di
tingkat lokal atau konliik anlar €lit politik pusat dalam memperebutkan pengaruh di tingkat lokal.

Dalam konteks Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan periode 2003-2008,
studi ini menemukan berbagai polakonflik, baik yang bersifat kontinuitas maupun pergeseran pola konflik.
Pertama, pola konflik yang bersifat kontinuitas adalah pola konflik yang bersifat ulangan dari pola konflik
sebelumnya, yakni konflik antar elit politik lokal yang didasarkan pada kepenlingan aliran politik dan
kesukuan/wilayah. Konflik kepentingan antar aliran politik dan kesukuan wilayah adalah konflik yang
kerapkali terjadi pada mesa sebelumnya. Bahkan konfiik yang didasarkan atas kepentingan suku sudah
terjadi sejak zaman penjajahan.

Kedua, ditemukan pergeseran pola konflik, dari konflik yang bersifat vertikal (antara kelompok bangsawan
dangan bukan bangsawan) berubah menjadi konflik horizontal (konflik antar kelompok kepentingan).
Konfiik kepentingan antara kelompok bangsawan dengan masyarakat biasa yang selamaini dominan dalam
setiap pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin di Sulawes Selatan, secara perlahan tidak muncul
lagi. Temuan teresbut menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan dan tuntutan perubahan zaman,
pemilihan pemimpir: di Sulawesi Selatan seyogianya disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan nilai-nilai
global. Konsep ini didasarkan atas pemikiran bahwa masyarakat Sulawesi Selatan dikenal teguh dalam
menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Namun demikian tuntutan perubahan dan perkembangan
zaman jugatidak dapat dinafikan.

Ketiga, studi ini juga menemukan bahwa konflik antar €lit politik yang terjadi di tingkat lokal tidak
sepenuhnya disebabkan oleh perbedaan, persaingan, dan pertentangan antar elit di tingkat lokal, tetapi juga
dipengaruhi oleh sikap €lit politik di tingkat pusat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konflik antar elit
politik di tingkat lokal maupun pusat merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Meskipun elit
politik di pusat memberikan kekuasaan kepada €lit lokal maupun masyarakat unluk mengambil keputusan
politik, tetapi elit politik di pusat masih tetap ingin berkuasa. Namun demikian, dalam kondisi tertentu elit
poiitik lokal juga kerapkali mengambil keputusan sendiri dengan mengabaikan kebijakan elit politik pusat.

Berdasarkan temuan tersebut dirumuskan suatu konsep teori bahwa desentralisasi politik tidak serta merta
dapat mendorong kebebasan dan kemandirian €elit politik lokal dan masyarakat secara substansial dalam
mengambil keputusan politik. Elit politik di pusat masih berpengaruh, bahkan dalam kondisi tertenlu dapat
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memaksakan keinginan politiknya. Namun demikian, adanya kekuasaan politik yang diberikan secara
perlahan memungkinkan elit politik lokal dan masyarakal dapat mengambil keputusan secara otonom tanpa
bergantung pada lit politik pusat.

Local elite conflict after New Order regimeis anew political phenomenon in the Indonesian political
landscape which uneasy to find previoudly. In previous period, the existing conflicts usually took place
between central political elite with local community or among central political elite themselves.

In the context of local election in South Sulawesi to select new Govemor and Vice Governor for the period
or 2003-2008, this study tries to identify severa patterns of conflict which are continuously or atering
pattern of political conflict. First, continuous conflict replicates from previous conflict, based on political
tradition and ethnic. These conflicts existed even before the independence of the state.

Second, there is a political alteration from vertical conflict (among royal families with ordinary people) to
horizontal conflict (among interest groups). Conflict between royal families and ordinary people whichis
common in the elite selection process, slowly decrease and fade away. This finding shows that parallel with
the change of an era, the election of local elite in the province should consider both local and global culture.
This concept is based on the fact that the community in the province islcnown as afaithful society in
holding their cultural value. However, the global changing cannot be denied by the people.

Third, this study also found that local political elite is not caused by differentiation, competition and
contradiction in the local context, but it is also influenced by political opinion of elite in Jakarta. This
finding shows that political conflict in local or central context is inter-connected and influential one to
another. Even the political elitesin Jakarta give power to the local elite to rule the province, but they still
want to involve. However, in certain condition, local political elites sometimes make their own decision and
disobey central elite?s policy.

Based on those findings, it can be formulated a theoretical concept that political decentralization is not
automatically endorse local political elite and society freedom and autonomy to decide substantive political
decision. Political elitesin Jakartaare still influential, even in certain condition can endorse their interest.
However, the transfer of political power slowly gives a chanceto local political elite and society to make
their own decision autonomously independent fiom political elite in Jakarta.



